
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

buku Rencana Aksi Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan tahun  2020-2024. 

Rencana Aksi tahun 2020 – 2024 disusun sebagai  dokumen perencanaan Pusat 

Analisis Determinan Kesehatan sekaligus menjadi panduan bagi Pusat Analisis 

Determinan Kesehatan untuk melakukan analisis determinan terhadap pencapaian tujuan 

Rencana Strategis (Renstra), sekaligus Visi dan Misi Presiden RI, serta mensinergikan 

pembangunan kesehatan bagi unit-unit utama kementerian kesehatan baik pada tataran 

nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. 

Dengan adanya panduan ini, semua pelaku yang bergerak dalam pembangunan 

Kesehatan : 

1. Memahami pentingnya harmonisasi Kebijakan Perencanaan sebagai sinergi dalam 

tujuan pembangunan Kesahatan; 

2. Mampu menganalisis perkembangan Determinan Kesehatan dan Kebijakan terkait di 

setiap wilayahnya untuk menetapkan prioritas penanganan, memilih intervensi tepat 

dan efektif biaya (cost effective), Merevitalisasi, memantau dan mengevaluasi 

Perencanaan yang masih terkotak kotak antar program; dan 

3. Meningkatkan koordinasi penanganan masalah Determinan Kesehatan dan kebijakan 

terkait secara terpadu. 

Diharapkan melalui rencana aksi kegiatan ini, seluruh jajaran di Pusat Analisis 

Determinan Kesehatan memiliki penduan dalam mengimplementasikan secara lebih 

operasinal, untuk kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 secara optiomal. 

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua 

pihak yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian Rencana Aksi Kegiatan 

Pusat Analisis Determinan Kesehatan tahun  2020-2024 ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya 

kepada kita semua. 

 

Jakarta, Juli 2020 

Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, 

 

 

Pretty Multihartina, Ph.D  

NIP. 196309271989012001 
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BAB  I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki 

peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pengukuran Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain 

pendidikan dan pendapatan. Dalam undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, 

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis. Berkaitan dengan perspektif tersebut, pembangunan kesehatan 

berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi. Untuk itu, pembangunan kesehatan 

harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia. 

 

Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat  terwujud.  

Pembangunan Kesehatan periode tahun 2020-2024 terurai dalam 5 (lima) poin: 

1. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi; 

Peningkatan kesehatan ibu dan anak mencakup peningkatan seluruh persalinan di 

fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi bidan, penyediaan sarana prasarana 

dan farmasi, perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan 

cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi. 

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;  

Terkait percepatan perbaikan gizi masyarakat, dilakukan untuk pencegahan dan 

penanggulangan permasalahan gizi seperti stunting. 

3. Peningkatan pengendalian penyakit;  

Perhatian khusus pada penyakit tidak menular dan penyakit menular, penyakit yang 

berpotensi menjadi kejadian luar biasa, dan penyakit jiwa. 

4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas),  

Mengembangkan kawasan sehat, seperti kabupaten-kota sehat, sekolah sehat, dan 

lingkungan kerja yang sehat 

5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan 

Diantaranya fokus pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan 

mempertimbangkan kualitas produk. 
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Dalam melaksanakan tugas, Pusat Analisis Determinan Kesehatan menyelenggarakan 

fungsi:  

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, 

dan kesehatan inteligensia;  

b. pelaksanaan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan 

inteligensia;  

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis 

perilaku, dan kesehatan inteligensia; dan  

d. pelaksanaan administrasi Pusat.  

 

B. Pengertian Analisis Determinan Kesehatan 

Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembangunan di bidang 

kesehatan diharapkan akan semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat 

dan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara 

memadai (SKN ). 

Akses terhadap pelayanan yang masih rendah tidak hanya disebabkan masalah jarak, 

tetapi terdapat dua faktor penentu (determinan) yaitu determinan pelayanan dan 

determinan permintaan. Determinan penyediaan terdiri atas organisasi pelayanan dan 

infrastruktur fisik, tempat pelayanan, ketersediaan, pemanfaatan dan distribusi 

petugas,  biaya pelayanan serta mutu pelayanan. Sedangkan determinan permintaan 

yang merupakan faktor pengguna meliputi rendahnya pendidikan dan kondisi sosial 

budaya masyarakat serta tingkat pendapatan masyarakat yang rendah atau miskin. 

Dapat disimpulkan bahwa kesehatan individu, kelompok, dan komunitas yang optimal 

membutuhkan realisasi potensi penuh dari individu, baik secara fisik, psikologis, sosial, 

spiritual, dan ekonomi, pemenuhan ekspektasi peran seorang dalam keluarga, 

komunitas, tempat bekerja, dan realisasi kebijakan makro yang dapat memperbaiki 

kondisi lingkungan makro. 

Pada tahun 1986, WHO dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan (the Ottawa 

Charter for Health Promotion) menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak 

azasi  manusia (human right). Di samping itu, sesuai dengan model kesehatan Dahlgren 

dan Whitehead (1991), Piagam Ottawa menegaskan bahwa untuk menciptakan 

kesehatan individu dan populasi dibutuhkan sejumlah prasyarat. Prasyarat tersebut 

meliputi  perdamaian, sumberdaya ekonomi yang cukup, pangan dan papan yang 

cukup, ekosistem yang stabil, serta penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan. 
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Dengan memahami prasyarat terjadinya kesehatan dapat disimpulkan, kesehatan tidak 

dapat dipisahkan hubungannya dengan kondisi sosial ekonomi, lingkungan fisik, perilaku 

dan gaya-hidup individu. Hubungan tersebut memberikan pemahaman yang holistik dan 

sistemik tentang kesehatan. Holistik dalam arti kesehatan individu yang ingin 

ditingkatkan meliputi aspek biopsikososial. Sistemik dalam arti kesehatan individu dan 

populasi dipengaruhi oleh faktor-faktor pada berbagai level, yang tertata dalam suatu 

sistem di masing-masing level, dan lintas level, suatu paradigma yang disebut “eko-

epidemiologi” (Susser dan Susser, 2001). Implikasi bagi kebijakan, diperlukan kebijakan 

publik yang sehat (“healthy public policy”), yakni kebijakan publik yang secara langsung 

maupun tidak langsung (melalui perubahan dan perbaikan determinan kesehatan pada 

level makro) dapat meningkatkan kesehatan individu dan kesehatan kolektif komunitas, 

serta menciptakan distribusi kesehatan yang adil. 

 

C. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan 

Umum 

Sebagai tindak lanjut penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung 

pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan sekaligus Visi dan Misi Presiden. 

Khusus 

1. Tersusunnya indikator kinerja hingga tahapan pelaksanaan kegiatan Pusat 

Analisis Determinan Kesehatan untuk tahun 2020-2024. 

2. Menjadi dasar acuan bagi jajaran Pusat Analisis Determinan Kesehatan dalam 

menentukan kebijakan dan rencana kerja operasional yang akan selaras dengan 

perencanaan anggaran dan kegiatan kerja masing-masing Bidang dan Bagian. 

 

D. Dasar Hukum 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916);  

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5036);  
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5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional; 

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10);  

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);  

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;  

 

E. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi 
1. Kedudukan : 

Pusat Analisis Determinan Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.  

Pusat Analisis Determinan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.  

2. Tugas : 

Pusat Analisis Determinan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang analisis determinan kesehatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Fungsi : 

Selama melaksanakan tugas, Pusat Analisis Determinan Kesehatan mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

1) penyusunan kebijakan  teknis  di  bidang  analisis  lingkungan  strategis, 

analisis perilaku, dan kesehatan inteligensia; 

2) pelaksanaan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan 

kesehatan inteligensia; 

3) pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang  analisis  lingkungan 

strategis, analisis perilaku, dan kesehatan inteligensia; dan 

4) pelaksanaan administrasi pusat. 
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4. Susunan Organisasi : 

Pusat Analisis Determinan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat Analisis 

Determinan Kesehatan yang membawahi; 

1) Bagian Tata Usaha; 

a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan 

b. Subbagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum. 

2) Bidang Analisis Lingkungan Strategis;  

a. Subbidang Analisis Politik Kesehatan; dan 

b. Subbidang Analisis Sosial Ekonomi. 

3) Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan Inteligensia; dan 

a. Subbidang Analisis Perilaku; dan 

b. Subbidang Analisis Kesehatan Inteligensia  

4) Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
SUSUNAN ORGANISASI 

PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 

 

 

 

 

 

KEPALA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 

 

 

 

 

 

BAGIAN TATA USAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 

Jabatan 
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BAB II ANALISIS  DETERMINAN PERKEMBANGAN DAN 
MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN 

 

Rencana Aksi (Renaksi) menjadi panduan bagi Pusat Analisis Determinan Kesehatan 

untuk melakukan analisis determinan terhadap pencapaian tujuan Rencana Strategis 

(Renstra), sekaligus Visi dan Misi Presiden RI, serta mensinergikan pembangunan 

kesehatan bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, 

masyarakat dan pelaku lain, baik pada tataran nasional, provinsi maupun kabupaten dan 

kota. Dengan adanya panduan ini, semua pelaku yang bergerak dalam pembangunan 

Kesehatan : 

1. Memahami pentingnya harmonisasi Kebijakan Perencanaan sebagai sinergi dalam 

tujuan pembangunan Kesahatan ; 

2. Mampu menganalisis perkembangan Determinan Kesehatan dan kebijakan terkait di 

setiap wilayahnya untuk menetapkan prioritas penanganan, memilih intervensi tepat 

dan efektif biaya (cost effective), Merevitalisasi, memantau dan mengevaluasi 

Perencanaan yang masih terkotak kotak antar program; dan 

3. Meningkatkan koordinasi penanganan masalah Determinan Kesehatan dan kebijakan 

terkait secara terpadu. 

 

A. ISU  STRATEGIS  ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

1.  Lingkungan Strategis Nasional  

a.  Perkembangan penduduk  

Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya window opportunity di 

mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih 

banyak dari pada penduduk usia non-produktif, yang puncaknya terjadi sekitar 

tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 269.603.400 

orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 % pertahun, maka jumlah 

penduduk pada tahun 2024 akan naik menjadi sekitar 279.965.200 orang. 

Proporsi penduduk dengan kelompok umur >65 tahun bertambah dari 6,7% di 

tahun 2020 menjadi 7,8% di tahun 2024. Total Fertility Rate (TFR) diperkirakan 

tidak mengalami perubahan, tetap 2,1. Crude Birth Rate (CBR) turun dari 16,4 

menjadi 16,0. Jumlah balita diperkirakan berkurang, dari sebanyak 21.952.000 

orang pada tahun 2020 menjadi 21.858.400 pada tahun 2024. Sebaliknya jumlah 

penduduk berusia > 45 tahun bertambah, dari sebanyak 76.130.400 pada tahun 

2020 menjadi 85.506.500 jiwa pada tahun 2024. Jumlah wanita usia subur akan 



Rencana Aksi Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 7 

 

 

meningkat dari tahun 2020 sebanyak 72.138.600 jiwa menjadi 73.512.600 jiwa 

pada tahun 2024.  

b.  Disparitas status kesehatan antar wilayah.  

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, tetapi 

disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan 

antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka 

kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari 

golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu 

melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, di kawasan timur Indonesia, serta 

pada pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita 

yang berstatus gizi kurang dan gizi buruk di daerah perdesaan lebih tinggi 

dibandingkan daerah perkotaan. Beberapa data kesenjangan bidang kesehatan 

dapat dilihat pada hasil Riskesdas 2018. Proporsi bayi gizi buruk dan gizi kurang, 

terendah di Provinsi Kepulauan Riau (13%) dan tertinggi di Provinsi NTT (29,5%) 

atau tiga kali lipat dibandingkan yang terendah. Kesenjangan yang cukup 

memprihatinkan terlihat pada bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, 

antara lain dalam hal keteraturan penimbangan balita (penimbangan balita ≥ 8 

kali ditimbang dalam 12 bulan terakhir), terendah di Provinsi Sumatera Utara 

(hanya 22,5%) dan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (77,6%).  

c.  Jaminan Kesehatan Nasional.  

Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan atau supply side dalam 

pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di 

beberapa daerah, termasuk pembiayaan. Sejak tahun pertama beroperasi, BPJS 

Kesehatan mengalami defisit. Secara sederhana, defisit terjadi ketika klaim lebih 

besar dari pendapatan premi. Hal ini disebabkan karena pembayaran premi jauh 

lebih kecil dari perkiraan kebutuhan secara aktuaria. Dari analisis data yang ada 

sampai tahun 2018, terlihat bahwa claim ratio paling tinggi terjadi pada PBPU 

(peserta mandiri) sampai mendekati 500%. Sementara PPU untuk Klas I dan 

Klas II cenderung rendah (tidak sampai 100%). Untuk PBI claim ratio terus naik, 

sampai akhir tahun 2018 sudah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa untuk 

peserta mandiri telah terjadi adverse selection (peserta yang risiko tinggi dan 

sudah sakit cenderung ikut JKN-BPJS Kesehatan). Dalam konteks ini, tampak 

seakan-akan PBI dan PPU memberikan subsidi kepada peserta mandiri.  

Dampak dari defisit BPJS telah menyebabkan gangguan cash flow rumah sakit, 

yang kemudian menyebabkan gangguan rantai pasok obat dan bahan medis 

habis pakai rumah sakit. Efek dominonya mengganggu cash flow industri farmasi, 



Rencana Aksi Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 8 

 

 

yang pada ujungnya bisa mengancam pemutusan hubungan kerja karyawan 

industri farmasi.  

Untuk membenahi penyelenggaraan JKN harus dilakukan analisis secara 

komprehensif dan holistik terkait beberapa hal:  

1) Kemungkinan membatasi paket manfaat – sehingga paket manfaat tidak harus 

tidak terbatas (un-limited), untuk diarahkan pada pelayanan kesehatan 

esensial (pelayanan kesehatan dasar),  

2) Kemungkinan menerapkan mekanisme cost-sharing dan co-payment,  

3) Melakukan audit pelayanan kesehatan di FKRTL lebih ketat untuk kendali 

mutu dan kendali biaya,  

4) Memperkuat FKTP untuk mampu melayani penyakit dasar (144 penyakit), dan  

5) Menaikkan iuran (premi) sesuai dengan nilai aktuaria yang rasional.  

Menurut peta jalan JKN, ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk 

Indonesia telah tercakup JKN. Kepesertaan semesta JKN membawa 

konsekuensi terhadap tuntutan ketersediaan pelayanan kesehatan, peningkatan 

akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat 

pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, sehingga terjadi keadilan 

dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, baik antar wilayah, antar kelas sosial 

ekonomi, dan antara penduduk desa dan kota.  

d.  Pembagian urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Urusan 

kesehatan juga menjadi salah satu dari enam urusan konkuren (bersama) yang 

bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan 

konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan 

yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan 

pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan 

daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 juga mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk benar-benar 

memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib 

yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.  
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan 

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah 

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, merupakan 

jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar 

yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan 

dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, 

keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.  

Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan 

ditetapkan sebagai SPM yang dapat menjadi bahan pemerintah pusat dalam 

perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi 

administrasi kepala daerah, serta akan berfungsi sebagai instrumen untuk 

memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. Pengalokasian Dana 

Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk 

pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang 

kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.  

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan JKN. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif-preventif 

sehingga diharapkan berdampak pada penurunan jumlah kasus kuratif yang 

harus ditanggung oleh JKN.  

Kementerian Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah menetapkan bahwa SPM 

Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan 

Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan di dalam SPM Bidang Kesehatan ini lebih 

terfokus pada pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan 

pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, 

diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. 

Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan 

dasar pada SPM Bidang Kesehatan, dan capaian kinerja pemerintah daerah 

dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM 

Kesehatan harus mencapai 100% (seratus persen).  

e.  Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga  

Dalam rangka melakukan penguatan promotif-preventif (paradigma sehat) dan 

penguatan pelayanan kesehatan, pada periode Renstra 2015-2019 telah 
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diluncurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang pada 

dasarnya adalah mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan, 

dengan target keluarga.  

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-

PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya terhadap 

pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan 

preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; mendukung pencapaian 

standar pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan akses dan 

skrining kesehatan; mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional 

dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan 

diharapkan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis dalam Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.  

Perlu dilakukan review ulang indikator PIS-PK, dimungkinkan adanya muatan 

lokal sesuai masalah kesehatan lokal, desentralisasi manajemen pengelolaan 

data PIS-PK, serta penekanan bahwa PIS-PK adalah alat manajemen 

puskesmas yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf puskesmas dan pimpinan 

puskesmas untuk perbaikan upaya kesehatan di wilayah kerja puskesmas.  

 

2. Lingkungan Strategis Regional.  
Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 

2016, mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor 

kesehatan menuntut peningkatan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas 

pelayanan kesehatan serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. 

Pembenahan dan akreditasi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari segi 

sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi 

manajemennya. Tatanan regional ini akan berarti kemudahan untuk penetrasi pasar 

di dalam negeri oleh kompetitor pelaku usaha bidang kesehatan dari luar. Arus modal 

untuk bisnis di bidang kesehatan semakin terbuka, sehingga mereka yang memiliki 

mutu dan strategi yang baik yang akan bertahan. Dengan demikian, daya saing 

tenaga kesehatan dalam negeri, institusi-institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta 

produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri harus ditingkatkan.  

 

3. Lingkungan Strategis Global.  
a. Komitmen global.  

Beberapa hal terkait komitmen Indonesia sebagai bagian dari World Health 

Organization (WHO) tetap dilanjutkan dan menjadi perhatian serius, misalnya 
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dalam pelaksanaan ketentuan International Health Regulations (IHR) 2005 yang 

menuntut kemampuan deteksi dini, pencegahan dan respon cepat terhadap 

munculnya penyakit/kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (to-prevent, to-detect, to-respond). 

Pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) sebagai pintu 

masuk negara maupun wilayah harus mampu melaksanakan upaya merespon 

terhadap adanya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia 

(PHEIC). Pelaksanaan agenda kesehatan berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) sebagai kontinum dari Millenium Development Goals 

(MDGs), liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam konteks WTO – 

khususnya General Agreement on Trade in Service, Trade Related Aspects on 

Intelectual Property Rights serta Genetic Resources, Traditional Knowledge and 

Folklores (GRTKF) merupakan bentuk-bentuk komitmen global yang masih perlu 

disikapi dengan serius dan penuh kehati-hatian.  

b. General Programme of Work – GPW13 WHO  

Kendati secara umum sudah banyak keberhasilan yang diraih dalam bidang 

kesehatan, namun berbagai masalah kesehatan masih mendera dunia. 

Masyarakat dihadapkan pada semakin kompleksnya pengaruh berbagai ancaman 

terhadap kesehatan, seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Masyarakat 

juga masih menghadapi penderitaan akibat penyakit menular, di samping 

peningkatan penyakit tidak menular. Komplikasi kehamilan dan persalinan, 

kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, serta cedera, 

seluruhnya membutuhkan aksi nyata. Lebih dari setengah populasi dunia masih 

tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan karena hambatan finansial. Dunia 

juga menghadapi ancaman kedaruratan kesehatan berdampak besar (epidemi, 

pandemi, konflik, bencana alam dan teknologi) dan meningkatnya resistensi 

antimikroba. Banyak dari ancaman terhadap kesehatan tersebut berakar pada 

inekualitas sosial, politik, ekonomi, dan gender serta determinan kesehatan 

lainnya.  

WHO merupakan otoritas dunia yang mengarahkan, mengkoordinasikan dan 

mendukung upaya lintas negara dalam mencapai komitmen tujuan 3 SDGs yang 

menekankan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin hidup sehat dan 

mempromosikan well-being untuk seluruh usia (ensure healthy lives and promote 

well-being for all at all ages). Sebagai acuan kegiatan tahun 2019-2023, WHO 

telah menetapkan Program Kerja Umum (GPW) 13 WHO, yang meliputi 2 
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biennium, yakni biennium 2020-2021 dan biennium 2022-2023. Program kerja ini 

merupakan kelanjutan dari program kerja sebelumnya, GPW 12, 2014-2019.  

Visi GPW 13 ditetapkan berdasarkan SDGs yang berasal dari ayat 1 konstitusi 

WHO, dunia dengan seluruh penduduk mencapai standar kesehatan tertinggi yang 

memungkinkan dicapai (A world in which all people attain the highest possible 

standard of health and well-being), dengan misi mempromosikan kesehatan 

(promote health), mempertahankan dunia tetap aman (keep the world save), dan 

melayani masyarakat rentan (serve the vulnerability). Nilai-nilai yang diacu WHO 

meliputi komitmen terhadap hak asasi manusia, universalitas dan ekuitas.  

Struktur GPW 13 meliputi tiga prioritas interkoneksi strategis untuk menjamin 

healthy lives and well-being untuk seluruh usia, yakni: mencapai universal health 

coverage, pengelolaan kedaruratan kesehatan dan mempromosikan penduduk 

yang lebih sehat.  

WHO memiliki fokus pada promosi kesehatan, khususnya meningkatkan 

kesehatan masyarakat rentan serta mengurangi inekuitas. Tujuannya adalah 

leaving no one behind, memberikan peluang tidak hanya umur panjang tetapi juga 

hidup sehat. Ketidakmengertian tentang kesehatan (poor health literacy) 

bersamaan dengan lemahnya kebijakan promosi kesehatan membuat kesulitan 

bagi masyarakat untuk membuat keputusan pilihan kesehatan untuk diri dan 

keluarga mereka. Di sisi lain, healthy life expectancy, tidak otomatis meningkat 

seiring peningkatan umur harapan hidup. Meningkatnya umur seringkali diikuti 

dengan peningkatan morbiditas dan penurunan fungsi.  

WHO juga berkomitmen fokus pada pencapaian dan kemanfaatan Universal 

Health Coverage (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan (financial risk 

protection), akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang bermutu dan 

akses terhadap keselamatan, efektifitas, mutu serta ketersediaan dan kecukupan 

vaksin dan obat untuk semua. Esensi dari UHC adalah akses universal untuk 

memperkuat sistem kesehatan berorientasi manusia. Pelayanan berbasis 

komunitas, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan komponen 

utama dalam pencapaian UHC. Tantangan utama dalam mencapai UHC adalah 

hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan, bisa berupa hambatan 

ekonomi, geografi, epidemiologi atau budaya.  

Pelayanan kesehatan primer yang efektif dan efisien membutuhkan pelayanan 

kesehatan yang terintegrasi, yang didukung oleh pendekatan kesehatan digital dan 

sistem inovasi, kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap obat, vaksin, dan 

produk kesehatan. Juga perlu didukung pembiayaan dan tata kelola yang 
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memadai, termasuk penguatan sistem informasi kesehatan dan peningkatan 

advokasi.  

Setiap negara rentan terhadap epidemi dan kedaruratan, sehingga deteksi 

dini, risk assessment, dan sharing informasi adalah sesuatu yang esensial untuk 

menghindari kesakitan, cedera, kematian, dan kerugian ekonomi dalam skala luas. 

Peningkatan deteksi seluruh bahaya kedaruratan kesehatan dan kapasitas 

manajemen risiko (deteksi dan pencegahan risiko, kesiapan kedaruratan, respons 

terhadap implementasi International Health Regulations dan Kerangka Kerja 

Sendai untuk Reduksi Risiko Bencana, serta perubahan iklim) penting untuk 

segera dilakukan. Perlu juga dibuat Rencana Aksi Nasional untuk 

mengimplementasikan dan mempertahankan kapasitas kritis untuk melayani 

masyarakat dengan lebih baik pada tingkat lokal, nasional dan global.  

Sistem Kesehatan Nasional yang lebih kuat dan mantap akan memberikan 

kesiapsiagaan dini atas kemungkinan dan respons kedaruratan. Perlu juga 

dilakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk 

mendeteksi (to detect), mencegah (prevent) dan merespons (respond) new and 

emerging diseases dan sumber risiko lain. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 

antara lain menjamin pemberian pelayanan essential life-saving, integrasi 

vaksinasi dengan kampanye pencegahan epidemik lainnya, implementasi strategi 

pengendalian vektor baru, menjamin akses universal terhadap pelayanan 

kesehatan seksual dan reproduksi, serta integrasi kesehatan reproduksi dalam 

strategi dan program nasional.  

Pendekatan WHO untuk kedaruratan kesehatan ditujukan untuk menjamin 

populasi yang terdampak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan life-saving 

yang esensial dan intervensi kesehatan masyarakat; seluruh negara memiliki 

mitigasi risiko terhadap bahaya ancaman infeksi; seluruh negara menilai 

kesenjangan kritis atas kesiapan kedaruratan, termasuk kapasitas inti dalam 

International Health Regulations dan kapasitas pengelolaan seluruh risiko bahaya 

kedaruratan kesehatan.  

c. Deklarasi Astana dan Penguatan Primary Health Care (PHC)  

Negara menjamin pemenuhan hak dasar setiap manusia untuk pencapaian 

standar kesehatan tertinggi. Menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap tingkat 

pemerintahan dalam menjaga hak setiap penduduk untuk mencapai standar 

kesehatan tertinggi yang mampu dicapai. Kondisi ini dapat diperoleh melalui aksi 

multisektor, melibatkan pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat 

setempat melalui penguatan PHC, memperhatikan determinan ekonomi, sosial, 
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dan lingkungan dari kesehatan dan mengurangi faktor risiko dengan 

mengarustamakan pendekatan kesehatan di dalam seluruh kebijakan, melibatkan 

pemangku kepentingan dalam pencapaian sehat untuk semua (health for all), 

leaving no one behind, menjamin pelaksanaan continuum of care dan pelayanan 

kesehatan esensial melalui penyediaan alokasi sumber daya manusia dan sumber 

daya lain untuk memperkuat PHC, membangun PHC yang berkelanjutan, 

meningkatkan kapasitas dan infrastruktur PHC.  

Primary Health Care diyakini menjadi salah satu solusi dalam mencapai 

agenda untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 dan kesehatan untuk 

semua, serta menjadi pendekatan yang paling inklusif, efektif dan efisien untuk 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta kesejahteraan sosial. 

Konferensi Global mengenai PHC di Astana, Kazakhstan, 2018, telah sepakat 

menggalang komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memprioritaskan, 

mempromosikan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui 

sistem kesehatan yang kuat; layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, aman, 

komprehensif, terpadu, mudah diakses, tersedia dan terjangkau untuk semua 

orang, dengan pelayanan yang dilingkupi oleh rasa hormat dan bermartabat oleh 

profesional kesehatan yang terlatih baik, terampil, termotivasi dan berkomitmen.  

Primary Health Care yang efektif akan dapat mengatasi meningkatnya beban 

penyakit tidak menular, kematian dini karena penggunaan tembakau, penggunaan 

alkohol, gaya hidup dan perilaku yang tidak sehat, aktivitas fisik rendah dan diet 

tidak sehat. Pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan paliatif harus 

dapat diakses oleh semua. Agar berfungsi optimal, PHC juga harus dapat diakses, 

aman, berkualitas tinggi, komprehensif, efisien, adil (equitable), diterima 

(acceptable) dan terjangkau (affordable), berkelanjutan, terpadu, people-centred, 

mampu mendeteksi dan merespon penyakit-penyakit menular dan tidak menular.  

d. Disrupsi, teknologi, dan era digital  

Aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan yang ditandai dengan meluasnya 

digitalisasi, optimalisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan membuat perubahan 

besar dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini mengalami 

kondisi VUCA (Volatile, Uncertanty, Complexity dan Ambiguity) karena dihadapkan 

pada disrupsi dalam pelayanan kesehatan (disruption in healthcare). Disrupsi 

diartikan sebagai perubahan mendasar yang menggantikan seluruh cara kerja 

yang lama dengan pembaharuan yang mendasar. Teknologi medis yang semakin 

canggih (artificial narrow intelligence, robotics, genomics); revolusi dalam hardware 

dan software dalam pelayanan kesehatan, telemedicine, virtual dan augmented 
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reality; penetrasi akses internet, telepon mobile dan smartphone; melimpahnya 

informasi mengenai kesehatan dari berbagai sumber; masyarakat yang semakin 

sadar dan cerdas; peningkatan biaya penyediaan pelayanan kesehatan modern, 

menjadi berbagai tantangan yang hadir di era disruptif. Pelayanan kesehatan ke 

depan dituntut akan semakin terkoneksi (hyperconnected healthcare). Inovasi-

inovasi berbasis digital di dalam pelayanan kesehatan serta teknologi-teknologi 

terobosan (cloud computing, supercomputing, big data, Internet of Things – IoT) 

akan semakin mengambil peran penting dalam pelayanan kesehatan. 

 

B. ISU  STRATEGIS ANALISIS  PERILAKU DAN KESEHATAN INTELIGENSIA 

1. Perilaku 
Pengertian Perilaku menurut Kwick (1974) dalam Notoatmodjo (1993) menyatakan 

bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat 

diamati dan bahkan dapat dipelajari. Di dalam proses pembentukan atau perubahan 

perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam dan dari 

luar individu itu sendiri. Faktor-faktor itu sendiri antara lain seperti persepsi, 

motivasi, proses belajar, lingkungan dan sebagainya. 

 

Faktor-faktor predisposisi (Predisposing factors)  
Yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku 

seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan 

sebagainya. Misalnya seorang ibu mau menggunakan alat kontrasepsi karena ibu 

tersebut tahu dengan menggunakan alat kontrasepsi kelahiran anak dapat dibatasi. 

Tanpa adanya pengetahuan-pengetahuan seperti ini mungkin ibu tersebut tidak akan 

menggunakan alat kontrasepsi. 

 

Faktor-faktor pendukung (Enabling factors) 
Adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau 

tindakan. Yang dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana  dan prasarana 

atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan misalnya Puskesmas, Posyandu, 

Rumah sakit, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi dan sebagainya. 

 

Faktor-faktor penguat (Reinforcing factors) 
Adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Kadang- 

kadang, meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi 

tidak melakukannya. Misalnya seorang ibu mengetahui banyak sekali manfaat yang 
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dapat diperoleh dengan menggunakan alat kontrasepsi tetapi ibu tersebut tidak 

menggunakan alat kontrasepsi karena, ibu lurah atau ketua RT yang ada di desa 

mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi dan tetap sehat dan dapat mengurus 

anak dengan baik.  Hal ini  berarti,  bahwa untuk berperilaku sehat memerlukan 

contoh dari para tokoh masyarakat. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau 

masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, ketersediaan fasilitas dan sikap dan 

perilaku petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan 

memperkuat terbentuknya perilaku. 

 

Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
mencakup:  
1)  Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, 

Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;  
2)  Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang 

terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat, 

dan penurunan polusi udara;  

3)  Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk 

menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat 

termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, 

peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi 

petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan 

promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya 

merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi 

terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, 

garam dan lemak;  

4)  Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan 

olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani 

untuk hidup sehat;  

5)  Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label 

pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan 

memasyarakatkan makan ikan;  
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2. Kesehatan Intelegensia merupakan upaya memelihara, meningkatkan dan 

mengembangkan fungsi otak sebagai  pusat berbagai  kecerdasan agar tetap 

optimal, berdaya guna di setiap tahapan kehidupan melalui kegiatan preventif, 

promotif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga pemerintah dan semua pihak harus 

lebih serius memperbaiki gizi, kesehatan keluarga dan seluruh faktor yang 

mendukung optimalisasi intelegensia. Ada tiga aspek penilaian dari Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi 
(kesejahteraan). Untuk itu, dalam mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) ketiga unsur tersebut, harus terpenuhi dengan baik. 

 

Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental 
Reformasi birokrasi memiliki visi : “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia,” 

yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan 

yang demokratis. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian kesehatan bertujuan 

untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Kemenkes dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi, sekaligus berperan aktif dalam menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan serta akuntabel. 

Dalam manajemen perubahan, Kementerian Kesehatan telah membentuk AoC 

(Agen of Change) yang diketuai oleh Pusat Analisis Determinan Kesehatan, yang 

telah berkomitmen untuk melakukan Revolusi mental birokrasi sesuai dengan 

Nawa Cita yang merupakan 9 Agenda Prioritas Kabinet Presiden Joko Widodo. 

Revolusi mental bukan sekadar sebuah jargon, tetapi harus menjadi sebuah 

komitmen kuat seluruh warga Kementerian Kesehatan. Revolusi mental sebagai 

perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara merasa yang diterjemahkan 

dalam perilaku dan tindakan nyata  keseharian dalam  kehidupan di berbagai 

aspek yaitu perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku kesehatan, dan perilaku 

inteligensia kesehatan, dan perilaku sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya 

akan memberikan efek positif terhadap masyarakat sebagai stakeholder utama 

Tim AoC Kemenkes, dengan sasaran utama revolusi mental yakni untuk 

mengubah mindset dan culture set dari Road Map Reformasi Birokrasi ASN 

Kemenkes dilayani menjadi melayani. 

Inisiasi Revolusi Mental ASN Kemenkes dengan mengikuti prioritas nasional 

Revolusi Mental aparatur adalah: 1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan 

integritas; 2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya 

perubahan pola pikir dan menjadi role model bagi ASN pelaksana Pelayanan 
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Publik di Kemenkes dengan semboyan Cepat (No Dellai), Tepat (No Error), 

Bersahabat (No  Complaine) . 

Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat ; Penerapan 

sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung 

oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 

Penyusunan dan penetapan pola karier pegawai ASN ; Pengukuran gap 

competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; Penguatan 

sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja. Untuk 

penguatan pengawasan, Kemenkes menjadikan program penguatan pengawasan 

menjadi salah satu program prioritas dalam RB 2020- 2024. Program ini 

dilakukan ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN dan dalam upaya mempertahankan opini WTP serta peningkatan 

pelayanan publik  di Kemenkes. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025, kebijakan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk 

meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance melalui pemantapan pelaksanaan 

reformasi birokrasi.  

Tahun 2020-2024 merupakan periode ketiga atau terakhir dari Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada periode ini, pelaksanaan reformasi birokrasi 

diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class 

bereaucracy) yaitu memiliki pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata 

kelola yang semakin efektif dan efisien. Periodisasi pelaksanaan reformasi birokrasi 

tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata 

kelola pemerintahan yang berkembang di dunia.  

Pencapaian hasil implementasi reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan periode 

sebelumnya (2015-2019) menjadi dasar dalam penguatan birokrasi Kementerian 

Kesehatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.  

Pada tahun 2025, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta 

bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Adanya arahan Presiden 

untuk membangun reformasi birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan sehingga 

tercipta birokrasi pemerintahan yang lebih lincah, sederhana, adaptif, dan inovatif, 

serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga hasil pelaksanaan 



Rencana Aksi Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 19 

 

 

reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, dengan 

terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui peningkatan 

performa/kinerjanya menjadi lebih efektif dan produktif, penerapan reward dan 

punishment secara konsisten dan berkelanjutan, dll. Pelaksanaan reformasi 

birokrasi dilakukan terhadap 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus 

pembangunan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan 

penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan 

akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan ini perlu diadaptasi secara kontekstual di 

seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan agar tercipta value baru 

di masing-masing satuan kerja yang mendukung internalisasi perubahan mind-set 

dan culture-set nya. Pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target yang 

diprioritaskan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi 

indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi 

pencapaian indikator lainnya. 
 

Pengaruh Negatif Dari Pertumbuhan Global 
Pornografi sudah mewabah dengan berbagai fasilitas teknologi yang sangat mudah 

untuk didapatkan seperti televisi, internet, gameonline, kontes – kontes 

kecantikan bahkan dalam prosmosi beberapa produk tidaklah menarik  kalau tidak 

ada unsur pornografi. Berikut beberapa dampak pornografi bagi semua 

golongan baik bagi anak muda maupun suami isteri dari beberapa pakar bidang 

kesehatan . 

Hasil penelitian menunjukan adanya asosiasi negatif dari konsumsi pronografi 

pada bebarapa titik bagian otak (pre frontal cortex, gyrus insula, nucleus 

accumbens putamen, cingulated dan cerebellum) yang mengakibatkan adanya 

gangguan kognitif seseorang. Kajian neuroscience, membuktikan sebuah image 

yang  menggetarkan  emosi,  serupa  gambar  porno,  memicu  sebuah  reaksi 

biokimia yang kuat pada otak. Reaksi ini bersifat instan, kata Reismen, “namun 

meninggalkan jejak ingatan permanen pada memori.'' Sekali saja cairan zat kimia 

saraf tercipta, maka ia akan sulit bahkan tidak mungkin dihapus. ketika sebuah 

image tertangkap mata meski image itu hanya melintas 3/10 detik dan 

tersambung ke otak, maka secara alami otak akan mengalami perubahan 

struktural, lantas merekamnya menjadi memori. pada setiap pengalaman visual 

Gambar porno adalah image yang amat kuat. Ia meninggalkan ingatan yang kuat 

karena tekanan hormon libido, dan berpotensi memicu ketagihan, Psikiater guru 
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besar pada Universitas Princeton, Jeffrey Satinover, MS MD mengatakan 

kemajuan neuroscience mengantarkan manusia modern untuk mampu 

mengetahui bahwa proses alami pada seseorang dengan kecanduan heroin sama 

persis dengan orang kecanduan gambar porno. Yang berbeda cuma medianya, 

dan pecandu pornografi berdampak buruk bagi kesehatan otak, karena adiksi 

mengakibatkan otak bagian tengah depan yang disebut Ventral Tegmental Area 

(VTA) secara fisik mengecil, dan menimbulkan gangguan memori. Kondisi itu, tidak 

terjadi secara cepat dalam waktu singkat namun melalui beberapa tahap yakni 

kecanduan yang ditandai dengan tindakan impulsif, ekskalasi kecanduan, 

desensitisasi dan akhirnya penurunan perilaku. 

Dan kerusakan otak akibat kecanduan pornografi adalah yang paling berat, lebih 

berat dari kecanduan kokain, 6 fatamorgana tentang pornografi yang terlanjur 

tercipta secara tidak sengaja oleh otak kita sebagai berikut : 

1. Pornografi membuat cara berpikir seseorang menjadi penuh dengan seks 

semata. Pikiran seks akan menguasai alam bawah sadar mereka. Gambar 

berbau seks akan melekat pada otak mereka, sehingga pada saat 

seseorang memutuskan untuk berhenti melihat pornografi-pun, gambar- 

gambar yang pernah ia lihat dimasa lalu akan bertahan sampai beberapa 

tahun bahkan selama-lamanya. 

2. Pornografi menjadi ajang promosi terhadap praktik seksual yang 

menyimpang. Contohnya, situs porno internet biasnya terhubung dengan 

situs porno yang lebih progresif seperti homoseks, pornografi anak, seks 

dengan hewan, perkosaan, seks dengan kekerasan dan lainnya. 

3. Dalam banyak kasus, pornografi membuat seseorang kehilangan daya 

kerjanya. Yang tadinya aktif dan kreatif bisa menjadi tidak fokus dalam 

pekerjaan. 

4. Melihat  pornografi  akan  membuat  seseorang  menjadi  sering  berbohong. 

Orang yang terikat pornografi akan menyimpan kebiasaannya ini 

sebagairahasia, sehingga dengan berbohong ia dapat menyembunyikan rasa 

malunya dan menghindari kritik dari lingkungannya. Kemanapun ia pergi, ia 

akan cenderung memakai ‘topeng’. 

5. Pornografi akan membuat seseorang mempercayai semua kebohongan yang 

ditawarkan oleh pornografi sendiri. Banyak orang yang mengabaikan dampak 

pornografi, padahal efek negatifnya lebih besar daripada narkoba dalam hal 

merusak otak. Tak hanya itu, pecandu pornografi juga lebih sulit dideteksi 

ketimbang pacandu narkoba," ujar Dr Mark B. Kastlemaan, pakar adiksi 
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pornografi dari USA, dalam acara 'Seminar Eksekutif Penanggulangan Adiksi 

Pornografi' di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (27/9/2010). 

Menurut Dr Mark, pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada lima bagian 

otak, terutama pada Pre Frontal Corteks (bagian otak yang tepat berada di 

belakang dahi). Sedangkan kecanduan narkoba menyebabkan kerusakan 

pada tiga bagian otak. 

6. Kerusakan bagian otak ini akan membuat prestasi akademik atau prestasi 

kerja menurun, orang tidak bisa membuat perencanaan, mengendalikan hawa 

nafsu dan emosi, mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak 

sebagai pengendali impuls-impuls. Bagian inilah yang membedakan manusia 

dengan binatang. 

Pada pecandu pornografi, otak akan merangsang produksi dopamin dan 

endorfin, yaitu suatu bahan kimia otak yang membuat rasa senang dan merasa 

lebih baik. Dalam kondisi normal, zat-zat ini akan sangat bermanfaat untuk 

membuat orang sehat dan menjalankan hidup dengan lebih baik. Tapi dengan 

pornografi, otak akan mengalami hyper stimulating (rangsangan yang 

berlebihan), sehingga otak akan bekerja dengan sangat ekstrem kemudian 

mengecil dan rusak. 
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BAB III LINGKUNGAN STRATEGIS  
PUSAT  ANALISIS  DETERMINAN KESEHATAN 

 

A. Peta Lingkungan Strategis  PADK 

Permasalahan kesehatan di Indonesia tentu membutuhkan upaya-upaya untuk 

melakukan rekonstruksi dalam pembangunan sistem kesehatan nasional dengan tetap 

berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. 

Untuk mewujudkan serta menunjang akselerasi pencapaian peran strategis tersebut, 

diperlukan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan pilar dari sistem 

ketahanan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2012 yang menjadi Peta jalan dalam mewujudkan masyarakat sehat dengan derajat 

kesehatan setinggi-tingginya. 

Namun,   kondisi   saat   ini    masih    memperlihatkan    kurangnya    political will 

pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan kebijakan kesehatan sesuai 

yang diamanahkan dalam UUD (hasil amendemen) Pasal 28H ayat (1). 

Konstitusi menjamin hak warganya untuk sehat:  ”Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan pada Pasal 34 

(angka 3) UUD 1945 dikatakan: ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Itu masih belum 

memenuhi harapan. 

Kesehatan saat ini belum sepenuhnya dipandang sebagai unsur utama ketahanan 

nasional. Kesehatan belum dianggap sebagai modal utama kelangsungan 

pembangunan nasional. Cara pandang dan kepemimpinan yang masih memahami 

kesehatan sebagai pengobatan saja (paradigma sakit) dan tanggung jawab sektor 

kesehatan saja, bukan tanggung jawab semua sektor, tidak menempatkan kesehatan 

sebagai mainstream pembangunan nasional. 

Kesehatan hanya sebagai ”komoditas politik” dengan membawa konsekuensi 

”memanfaatkan” sumber daya manusia bidang kesehatan sebagai komponen di 

dalamnya salah satunya dokter. 

Mewujudkan ketahanan nasional perlu konsepsi ketahanan nasional yaitu konsepsi 

pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, 

serasi, dan selaras, yang  dilaksanakan melalui pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.  

Dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan masalah keamanan harus ikut 

dipikirkan masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. Termasuk di sini 



Rencana Aksi Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 23 

 

 

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam pembangunan sektor 

kesehatan. Ketahanan sistem kesehatan sebuah negara secara tidak langsung sangat 

dipengaruhi ketahanan sistem kesehatan di daerah. Indonesia sehat akan tercapai bila 

terwujud provinsi sehat, provinsi sehat akan tercapai bila kabupaten/ kota sehat 

terwujud. Pusat Analisis Determinan Kesehatan sebagai pusat Kebijakan 

Pembangunan Kesehatan yang langsung bertanggungjawab kepada menteri melalui 

sekretaris jenderal dalam menyusun arah kebijakannya perpedoman pada : RPJPN, 

PJPK, RPJMN tahun 2020 – 2024 , RENSTRA Kemenkes tahun 2020 – 2024. 

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut diatas,  sangat bergantung pada sinergi 

antar institusi dan unit unit terkait kementerian kesehatan dengan organisasi non 

pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain, baik pada tataran nasional, 

provinsi, kab/kota dan semua pelaku yang bergerak dalam pembangunan kesehatan. 

Pusat Analisis Determinan Kesehatan membantu memberikan Konsep yang harus 

terjabarkan dalam kebijaksanaan dan strategi daerah yang sesuai situasi, kondisi, dan 

konstelasi geografi masing-masing daerah, baik berupa peraturan daerah (perda) 

maupun rencana strategi (renstra) daerah, demi kelancaran pembangunan kesehatan 

nasional dan seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi, yang disusun, direncanakan, 

dan diprogramkan sesuai politik dan strategi nasional. 

Persoalan kesehatan sendiri saat ini sebagai suatu faktor utama dan investasi 

berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa 

dikenal dengan paradigma sehat yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan 

upaya promotif dan preventif  tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. 

 

B. Bagan Faktor Pengaruh Analisis Kebijakan 
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C. Posisi Determinan Kesehatan Terhadap Tujuan Pembangunan Kesehatan 

Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembangunan di bidang 

kesehatan diharapkan akan semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat 

dan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara 

memadai. Berhasilnya pembangunan kesehatan ditandai dengan lingkungan yang 

kondusif, perilaku masyarakat yang proaktif untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta mencegah terjadinya penyakit, pelayanan kesehatan yang berhasil dan 

berdaya guna tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi pada 

kenyataanya, pembangunan kesehatan di Indonesia masih jauh dari  yang  

diharapkan. Permasalahan-permasalahan kesehatan masih banyak terjadi. Beberapa 

diantaranya adalah: penyakit seperti DBD, flu burung, dan sebagainya yang semakin 

menyebar luas, kasus gizi buruk yang semakin marak khususnya di wilayah Indonesia 

Timur, prioritas kesehatan rendah, serta tingkat pencemaran lingkungan yang semakin 

tinggi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa kebijakan pemerintah-lah yang salah, 

sehingga masalah-masalah kesehatan di Indonesia seakan tak ada ujungnya, 

padahal bagaimanapun juga, sebenarnya perilaku individu yang menjadi faktor penentu 

dalam menentukan status kesehatan. Dengan  kata lain, selain pemerintah masih 

banyak lagi faktor-faktor atau determinan yang mempengaruhi status kesehatan 

masyarakat. Kesehatan, sebagai sumber kehidupan sehari-hari, bukan sekedar tujuan 

hidup. Kesehatan merupakan konsep positif yang menekankan pada sumber-sumber 

sosial dan personal. Sesuai dengan teori Blum, untuk memperbaiki kondisi 

lingkungan yang buruk, dapat ditempuh dengan memperbaiki 4 aspek utama 

determinan kesehatan, yaitu genetik, lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan. 

Melihat kondisi kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, maka perlu 

peran aktif semua pihak dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Penyedia 

layanan kesehatan, masyarakat, pemerintah dan swasta perlu menjabarkan peta 

jalan pengembangan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. 

Mengingat wilayah Indonesia sangat luas, dibutuhkan kerjasama dalam merumuskan 

dan mengembangkan program kesehatan masyarakat sesuai karakteristik daerah 

setempat sehingga tahap perubahan menuju masyarakat sehat dalam pengelolaan 

kesehatan masyarakat menjadi bagian kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan 

pada akhirnya memiliki self belonging bahwa kesehatan merupakan milik dan tanggung 

jawab bersama. 
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D. Ruang Lingkup PADK 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan 

kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib khususnya pelayanan 

dasar. Kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

provinsi/kabupaten/kota.  Walaupun kewenangan urusan kesehatan dibagi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, negara tetap bertanggung jawab, seperti 

yang termaktub dalam Pasal 28H, ayat (1): UUD 1945, “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan UUD 1945 Pasal 34, ayat 

(3): “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak”, dalam hal ini penanggung jawabnya adalah 

Presiden cq Menteri Kesehatan. Agar amanah dalam UUD 1945 dapat diwujudkan, 

kebijakan kesehatan yang unggul mutlak dibutuhkan. Proses penyusunan kebijakan 

sendiri merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan, mulai dari identifikasi 

dan analisis masalah, melakukan riset/penelitian, penyusunan draft, konsultasi, 

kemudian dilakukan sosialiasi dan implementasi, serta dikendalikan melaluiproses 

review dan evaluasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam implementasinya penyusunan kebijakan di Kementerian Kesehatan melibatkan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Unit Teknis Penanggungjawab 

program dan kegiatan serta Sekretariat Jenderal dalam hal ini bertindak dalam 

melakukan dukungan manajemen dalam penyusunan kebijakan.  

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
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mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, 

serta menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang biomedik 

dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, 

kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia,  dan humaniora kesehatan; 

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedik dan 

epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, 

kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang 

biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan 

kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan 

humaniora kesehatan; 

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan dalam kerangka penyusunan kebijakan berperan dalam memberikan 

input berupa hasil – hasil penelitian pada tahapan analisis situasi saat penyusunan 

kebijakan, bersama dengan unit utama untuk menyusun kebijakan yang dibutuhkan 

dalam kerangka analysis for policy of health. Sementara kebijakan-kebijakan yang 

telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan memerlukan pengendalian, sehingga 

dapat cepat diambil langkah intervensi agar kebijakan senantiasa berjalan dalam 

koridornya ditengah perkembangan situasi dan kondisi nasional, regional serta global 

yang sangat dinamis, berubah sangat cepat dan berdampak terhadap sektor 

kesehatan baik langsung maupun tidak langsung. Hal inimemerlukan antisipasi yang 

tepat, sehingga memerlukan analisis yang cepatdan akurat. 

 

Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK), unit dibawah koordinasi Sekretaris 

Jenderal Kementerian Kesehatan bersama dengan Unit Utama penanggungjawab 

program, melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, berfungsi 

untuk merespon perkembangan dinamika yang berlangsung secara cepat melalui 

suatu ex ante assesment dalam kerangka analysis   of   policy   of   health.   PADK   

sesuai   dengan   tugasnya   adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, 

pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis faktor – 

faktor yang berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya PADK melaksanakan fungsi 

yaitu: 

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, 

dan kesehatan inteligensia;  
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b. pelaksanaan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan 

inteligensia;   

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis 

perilaku, dan kesehatan inteligensia; 

 

E. Visi Misi 
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan mendukung visi dan 

misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, dengan 7 misi 

pembangunan yaitu: 

1. Terwujudnya kemanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik  luar negeri bebas dan aktif  serta memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia  yang  tinggi,  maju,  dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan mayarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

Agenda prioritas ada 9 (NAWA CITA), yaitu: 

1. Menghadirkan  kembali  negara  untuk   melindungi  segenap  bangsa  dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 
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7. Mewujudkan  kemandirian   ekonomi   dengan  menggerakkan   sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

 

F. Nilai Kementerian Kesehatan 

1. Pro Rakyat 

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu 

mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk 

rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang 

adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama 

dan status sosial ekonomi. 

2. Inklusif  

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena 

pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian 

Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus 

berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi 

masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput. 

3. Responsif  

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta 

tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial 

budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi 

permasalahan kesehatan yang berbeda- beda, sehingga diperlukan penangnganan 

yang berbeda pula. 

4. Efektif  

 Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah 

ditetapkan dan bersifat efisien. 

5. Bersih  

 Penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  harus  bebas  dari  korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel. 
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BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEGIATAN 

 

A. Kebijakan 

Kebijakan Pusat Analisis Determinan Kesehatan didasarkan pada Kebijakan 

Kementerian Kesehatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI 

Tahun 2020-2024 yaitu : 

1. Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan 

2. sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya Analisis Determinan Kesehatan 

3. Indikator  pencapaian  Kegiatan  tersebut  adalah  jumlah  dokumen  analisis 

kebijakan pembangunan kesehatan yang ditindak lanjuti 

Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2024 difokuskan pada penguatan 

upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui 

peningkatan : 

1. Analisis Kebijakan dan Determinan terkait Politik Kesehatan 

2. Analisis Kebijakan dan Determinan terkait Sosioekonomi Kesehatan 

3. Analisis Kebijakan dan Determinan terkait Perilaku Kesehatan 

4. Analisis Kebijakan dan Determinan terkait Inteligensia Kesehatan 

 

B. Strategi 
Untuk mencapai tujuan PADK melakukan analisis determinan dan analisis kebijakan 

kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu meningkatkan metode dan proses 

analisis yang terstruktur berdasarkan data yang tersedia dan akurat, masukan dari 

pakar/akademisi, lintas program dan lintas sektor. Perlu meningkatkan kapasitas 

PADK untuk melakukan analisis detrminan dan analisis kebijakan kesehatan serta 

menyediakan pengetahuan (tacid & eksplisit) guna mendukung strategi 1 & 2 

• Menguatkan metodologi, SDM, anggaran, pembangunan sarana prasarana, 

pelatihan-pelatihan. Melaksanakan analisis, outsourcing, menghadirkan pakar, 

pendampingan, 

• Meningkatkan pengetahuan SDM 

 

C. Sasaran  Kegiatan/  Output  PADK 

1. Tersedianya Policy Brief terkait politik kesehatan yang dibahas dalam RATAS 

2. Tersedianya Policy Brief terkait Sosioekonomi kesehatan yang dibahas dalam 

RATAS  

3. Tersedianya Policy Brief terkait Perilaku kesehatan yang dibahas dalam RATAS 
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4. Tersedianya  Policy  Brief  terkait  Inteligensia  kesehatan  yang  dibahas dalam 

RATAS 

 

Adapun strategi pembangunan kesehatan tahun 2020-2024 meliputi 12 pokok 

strategi berikut. 

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan 

Lanjut Usia yang Berkualitas. 

2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat. 

3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 

4. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas. 

5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas. 

6. Meningkatakan  Ketersediaan,  Keterjangkauan,  Pemerataan,  dan  Kualitas 

Farmasi dan Alat Kesehatan. 

7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan. 

8. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia 

Kesehatan. 

9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.  

10. Menguatkan  Manajemen,  Penelitian  dan  Pengembangan,  serta  Sistem 

Informasi Kesehatan.  

11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang 

Kesehatan atau JKN  

12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan. 

 

D. Prioritas Kegiatan 

Penguatan Renstra, RPJPK, pelaksanaan undang-undang kesehatan, 

komitmen Internasional : 

1. Pengumpulan Data and information collection.  

2. Membuat buku pedoman atau panduan tentang analisis kesehatan  

3. Mengidentifikasi, revieu, menganalisis 

• Existing policies 

• Target vs achievement 

• Lack of policy 

4. Revieu hasil-hasil riset yang relevan untuk policy reform atau strengthening 

5. Kebijakan masa depan untuk penguatan atau pembaharuan (reform) 

6. Rapid response to policy maker needs. Mulai membiasakan mengirimkan 

pandangan tentang burning issues 
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a) Meningkatkan kemampuan analisis. Training needs atau new recruitment 

b) Memprioritaskan pada revieu 

 

E. SASARAN  KEBIJAKAN  OUTPUT  PADK 

1. Policy Analysis 

Kebijakan kesehatan, terdiri dari 3 kata yang mengandung arti dan dimensi yang 

luas, yaitu : analisa atau analisis, kebijakan, dan kesehatan. Analisa atau analisis, 

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti karangan, perbuatan, 

kejadian atau peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab 

musabab atau duduk perkaranya (KBBI, 1991). Kebijakan adalah rangkaian dan 

asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksaan suatu 

pekerjaan kepemimpinan, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud 

sebagai garis pedoman untuk manajemen/administrasi dalam usaha mencapai 

sasaran tertentu. Kebijakan berbeda makna dengan kebijaksanaan. 

Kebijaksanaan (KBBI, 1991), adalah kepandaian seseorang menggunakan akal 

budinya (berdasar pengalaman dan pengetahuannya); atau kecakapan bertindak 

apabila menghadapi kesulitan. Menurut UU RI No. 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO, 

yaitu: kesehatan adalah suatu keadaan yang sempurna yang mencakup fisik, 

mental, kesejahteraan, dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau 

kecacatan. Pengertian kebijakan negara di atas mempunyai implikasi, yaitu: (a) 

kebijakan negara bentuknya berupa penetapan tindakan pemerintah; (b) 

Kebijakan tidak cukup hanya dinyatakan tetapi harus dilaksanakan dalam 

bentuk yang nyata; (c) Kebijakan negara baik dilaksanakan atau tidak, hal ini 

dilandasi dengan maksud tujuan tertentu; (d) Kebijakan negara harus 

senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Hal yang perlu 

ditegaskan adalah tugas administrator publik bukan membuat kebijakan negara 

“atas nama” kepentingan publik, tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi 

masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh masyarakat. Analisis 

kebijakan (PADK) Pusat Analisis Determinan Kesehatan, adalah penggunaan 

berbagai metode analisis dari beragam ilmu pengetahuan untuk menghasilkan 

dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat 

dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan 

publik, dalam bentuk rekomendasi (Dunn, 1988). 



Rencana Aksi Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 32 

 

 

2. Policy Draft  
Penetapan kebijakan kesehatan memang rumit dan dinamis. Karena penetapan 

kebijakan kesehatan meliputi serangkaian komponen, proses, alokasi sumber 

daya, elit dan kekuasaan yang kesemuanya memiliki, peran masing masing. 

Intervensi kekuasaan dan tarik menarik kepentingan politik  sering terjadi dalam 

proses Black Box of Policy Making Process sistem kebijakan. Dengan berbagai 

karakteristik  khasnya,  politisasi  kesehatan  lazim  terjadi  sehingga  kebijakan 

kesehatan  seringkali  ditetapkan  lebih  berdasarkan  aspek  politis  dibanding 

aspek rasionalitas. Kesehatan seolah menjadi sebuah komoditas yang 

diperjualbelikan. Tak hanya konteks politik, ekonomi, sosial budaya juga turut 

mempengaruhi. Menjadi penting karenanya untuk mengetahui bagaimana proses 

pengembangan   kebijakan   berlangsung   sebagai   sebuah sistem   dan   siklus 

kebijakan mulai dari formulasi hingga evaluasi.  

Tidak dapat dipungkiri, statistika nasional terkadang belum terpaparkan secara 

transparan, antara lain untuk menutupi disparitas dan kesenjangan yang terlalu 

besar. Upaya untuk mengurangi disparitas memang membutuhkan penyelesaian 

dengan pendekatan yang luas, dengan menyertakan bahasan faktor-faktor 

penentu sosial untuk mengurangi ketidakadilan dalam kinerja program dan 

dampak kesehatan melalui kerja nyata lintas sektor, partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan wawasan yang cukup perihal faktor-

faktor atau lingkungan yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dalam 

suatu wilayah. Untuk menganalisis isu yang terkait dengan determinan 

pemerataan dalam program kesehatan masyarakat, Badan Kesehatan 

Internasional (WHO) telah menyusun dan mengembangkan lima tingkat kerangka 

kerja. Lima tingkat kerangka kerja tersebut menganalisis: "socioeconomic context 

and position, differential exposure, differential vulnerability, differential health and 

outcomes, differential consequences (Blas and Sivasankara Kurup, 2010).  

Kebijakan kesehatan merujuk pada keputusan, rencana, dan tindakan yang 

dilakukan untuk meningkatkan target pelayanan kesehatan yang spesifik. Sebuah 

kebijakan yang jelas dapat mendefinisikan sebuah visi untuk masa depan untuk 

mewujudkan pencapaian dan tujuan jangka pendek dan menengah. Kebijakan 

kesehatan yang jelas pun memberikan arah pandang dan garis besar atas prioritas 

dan peran yang diharapkan dari berbagai kelompok; selain membangun 

konsensus serta memberikan kejelasan "informasi" bagi masyarakat. 
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BAB V KEGIATAN PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 

 

Dalam rangka pencapaian tujuan visi, misi, dan sasaran perlu dirumuskan kebijakan 

operasional, dan kegiatan untuk pencapaiannya. Adapun kebijakan operasional, dan 

kegiatan, sebagai berikut : 

A. Kebijakan Operasional : 
Tahapan interpretasi. Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan 

yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih 

bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk 

peraturan perundangan, bisa bebentuk perda atau undang undang. Sedang kebijakan 

operasional berupa keputusan pejabat berupa peraturan menteri atau kepala dinas 

terkait.  

Tahapan pengorganisasian. Tahap pertama adalah penentuan pelaksanaan kebijakan 

(Policy implementor), yang setidaknya dapat diidentifikasikan sebagai : Instansi 

pemerintah pusat/daerah, swasta, LSM atau komponen masyarakat. Setelah pelaksana 

kebijakan ditetapkan maka penentuan kebijakan yang bersifat pedoman/ petunjuk dan 

referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para 

pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur 

operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM).  

Langkah berikutnya adalah penentuan besaran anggaran biaya dan sumber 

pembiayaan (APBN/APBD) atau sekktor lain (Swasta/Masyarakat), fasilitas yang 

diperlukan, langkah selanjutnya kebijakan disusun, jadwal pelaksanaan, implementasi 

kebijakan, dituangkan dalam hitungan waktu sebagai alat penentu efisensi 

 

B. Strategi Kegiatan 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pusat Analisis Determinan Kesehatan pada tahun 

2020-2024, ditempuh strategi sebagai berikut : 

1. Membentuk jejaring; 

2. Knowledge Management; 

3. Memastikan implementasi kebijakan yang efektif, efisien dan equal (policy 

excalation); 

4. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan informasi. 

 

C. Kegiatan Pokok 

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran sesuai strategi Pusat Analisis Determinan 

Kesehatan, tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut : 
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1. Melaksanakan kajian 

2. Menyusun policy brief 

3. Melakukan review 

4. Menyusun pedoman 

5. Capacity Building; 

6. Membangun Knowledge Management System 

 

D.  Indikator Keberhasilan 

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati 

posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika 

kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu di evaluasi. Dari evaluasi akan 

diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan 

diperoleh rekondasi apakan kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum 

dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan teori 

(kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah 

dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula, 

kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak 

bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis 

menilai kinerja pemerintah. 

 

E. Kegiatan Dan Alokasi Anggaran 2020-2024 

1. Alokasi Anggaran tahun 2020 Rp.  5.000.000.000,- (Lima milyar 

rupiah) 

2. Alokasi Anggaran tahun 2021  Rp.     7.000.000.000,- (Tujuh milyar 

rupiah) 

3. Alokasi Anggaran tahun 2022 Rp. 18.974.000.000,- (Delapan belas  

milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) 

4. Alokasi Anggaran tahun 2023  Rp. 20.919.000.000,- (Dua puluh 

milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) 
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BAB VI PENUTUP 

 

Rencana Aksi dan Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan Tahun 2020-2024 ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian upaya analisis determinan kesehatan dalam Kurun waktu empat tahun Kedepan. 

 

Penyusunan Rencana Aksi Pusat Analisis Determinan Kesehatan ini dilakukan sedemikian 

rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan kinerja tahunan Pusat Analisis Determinan Kesehatan. 

 

Rencana Aksi dan Kegiatan Pusat Pusat Analisis Determinan Kesehatan dapat terlaksana 

dan mencapai tujuan organisasi apabila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan 

kerjasama segenap aparatur kesehatan baik di lingkungan Pusat Pusat Analisis Determinan 

Kesehatan maupun di lintas program dan lintas sektor. 

 

Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan penyesuaian terhadap 

substansi dari Rencana Aksi Pusat Pusat Analisis Determinan Kesehatan ini sesuai 

dengan perkembangan dan perubahan dinamis yang terjadi, Jika dikemudian hari diperlukan 

adanya perubahan pada Rencana Aksi dan Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan 

Tahun  2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagai mana mestinya. 


